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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Persoalan pelarangan termasuk pembatalan larangan memang jarang terdengar oleh masyarakat di

Indonesia, masyarakat tidak mengetahui tentang larangan. Sedangkan pengaturan kuratele sendiri dalam

KUH Perdata diatur dalam Bab XVII Pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 434 sampai dengan

462 KUH Perdata. Dalam tesis ini permasalahan pokoknya adalah bagaimana seseorang dianggap layak

menjadi pengawas dan disertai dengan analisis pertimbangan hukum hakim dari putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Nomor 297 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt. Sel dan Putusan Banding Nomor 13 / PDT / 2014 /

PT.DKI. mengenai pembatalan gugatan pembatalan sebagai contoh kasus. Metode penelitian ini adalah

yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah bahwa

seseorang yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi supervisor, haruslah orang yang cakap dan

berwenang menjadi supervisor dari calon yang akan dibina. Setiap permintaan pelarangan harus diajukan ke

Pengadilan Negeri tempat orang yang diminta tinggal (Pasal 436 KUH Perdata). Penulis menyarankan untuk

mengadakan seminar dan sosialisasi tentang larangan. Poster tentang larangan juga perlu dibuat. Penulis

berharap semoga seminar dan sosialisasi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum Indonesia

kedepannya.

<br>

<b>ABSTRACT</b><br>

The issue of prohibition, including the cancellation of the ban, is rarely heard by people in Indonesia, the

public does not know about the prohibition. Meanwhile, the curatele arrangement itself in the Civil Code is

regulated in Chapter XVII Article 433 which was later derived in Articles 434 to 462 of the Civil Code. In

this thesis the main problem is how a person is deemed worthy of being a supervisor and accompanied by an

analysis of the judges' legal considerations from the decision of the South Jakarta District Court Number 297

/ Pdt.G / 2012 / PN.Jkt. Cell and Decision on Appeal Number 13 / PDT / 2014 / PT.DKI. regarding the

cancellation of the cancellation lawsuit as an example case. This research method is normative juridical with

analytic descriptive research type. The conclusion of this final project is that someone who is considered

qualified to be a supervisor, must be someone who is competent and authorized to be the supervisor of the

candidate to be coached. Every request for prohibition must be submitted to the District Court where the

person requested to live (Article 436 of the Civil Code). The author suggests holding seminars and

socialization about prohibitions. Posters about prohibitions should also be made The author hopes that this
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seminar and socialization can be useful for the development of Indonesian legal science in the future.


